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Anggota DPR Berang Diminta
Tunggu Putusan MK

Sambungan dari hal 1

Benny juga mengatakan, Komisi III
ingin mendapatkan kejelasan dari
pimpinan KPK sejauh mana kewena-
ngan-kewenangan itu digunakan.
Misalnya, kewenangan penyadapan
dan OTT. Menurutnya, hal itu sema-

ta untuk kepentingan hukum dan -

prpemberantasan korupsi.

Masih menurut Benny, kewena-/

ngan OTT sangat mungkin dijadikan
alat oleh pihak ketiga yang ingin me-
matikan lawan bisnis atupun lawan
politiknya. Komisi ITI DPR RI juga
menghujani KPK dengan pertanyaan
seputar dugaan penyidik KPK me-

minjam uang senilai Rp 5 miliar dari

pengusaha Probosutedjo untuk ke-
prerluan penjebalkan OTT.

Pengacara Probosuted_;g{' T
kan, uang kliennya tidk
kan oleh KPK. Informasi itwy dlpero—

leh dari termuan Pansus FHalk gket
KPK saat melakukan audien \\Fle

ara yang r—

nilai masalah itu sudah selesai dafn
tidak perlu diperpanjang.

Anggota Komisi ITI DPR Aboe Bak:a_r
Alhabsyi menyusul melontarkan per-
tanyaan. Politisi Partai Keadilan Se-

jahtera (PKS) itu mempertanyakan

dasar hukum KPK melakukan penya-
dapan untuk memburu para korup-

- tor. Menurutnya, dalam masalah
penyadapan itu yang paling banyalk

dipertanyakan adalah mengena_l le-
gal standingnva.

Sementara anggota Komisi I1T1 DPR
RI, Nasir Djamil menilai, OTT yang
dilakukan KPK tidak efektif untuk
memberantas korupsi. 7OTT itu iba-

rat minum obat sakit kepala. Hanya .
meredakan sakit, tapi tidak menyem-

buhkan sakit kepala, ucapnya.

Nasir mengungkapkan, berdasarpa—

da indeks persepsi korupsi masih tidak
berubah banyak. IDia merasa heran
dengan KPK yang sulit membenahi
diri, meskipun sejumlah masukan su-
dah disampaikan oleh komisi I'IT DPR.

Wakil Ketua ICPK Laode M Syarif

menjawab, pertanyaan terkait landa-

san dasar apa yang digunakan KPK
dalam melakukan penyvadapan. Dia
menegaskan, dasarnya adalah Pasal
12 Undang-Undang (UWUJ) Nomor 32

Tahun 2002 tentang KPK.

Kata Laode, KPK tidak akan melaku-
kan penyadapan secara serampang-
an. Mesin yang digunakan KPK untulk
menyadap hanya disetel untuk jangka
waktu 30 hari. Lewat dari 30 hari, ma-
ka otomatis tidak akan tersadap.

”"Kecuali ada laporan baru yang ju-
ga harus mendapat persetujuan dari
seluruh Pimpinan KPK,” tutupnya.

Dalam kesempatan itu, Ketua KPK,
Agus Rahardjo menyampaikan, pi-
haknya tidak akan memenuhi pang-

ansus Hak Angket KPK. Dia
int: gar Pansus Angket KPK

hingga putusan Mahkamah
si (MK~
\”KWgat mohon Bapak Ibu

-—sﬁ’bar menunggu putusan dari MK,

Karena tempat kita gantungkan ke-
K. Keputusan ME
i patuhi,” kata Agus.
Mendengat hal tersebut, anggota
Pansus Halk Angket KPK DPR dari
Golkar, M Misbakhun berang. Me-
nurut Misbakhun, permyataan Laode
tersebut keliru dan tidak seharusnya
diucapkan saat RDP dengan Komisi
I1I DPR.
“Menjadi surprise bagaimana ba-

pak untuk tidak hadir di Pansus. Saya
ingin bapak merevisi pernyataan

sampai kapanpun KPK tidak ha’dir
sampai MK belum memutuskan

- kata Misbakhun.

CAnggota Komisi X1 yvang di BKO-
kan itu menuturkan, KPK tidak dapat
menilai proses politik yang dilakukan
di DPR yakni dalam pembentukan -
Pansus Hak Angket. Menurutnya,
bukan kapasitas KPK untulk menilai
proses politik yang dilakukan DPR
dalam rangka fungsi pengawasan.
"Kewenangan apa yang dimiliki KPK
menilai proses politik di DPR? Lalu

- bapak mempertanyakan kesimpulan

proses politik,” tuturnya. (aen)
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